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ABSTRACT KONTAK
This study analyzes the electoral hoax mapping model implemented by Masyarakat dansu.sumardani@gmail.com
Antifitnah Indonesia (Mafindo). The research aims to understand how the hoax
mapping process is conducted, the challenges encountered, and the effectiveness of
this model in addressing hoax dissemination during elections. Data was collected
through in-depth interviews with the key informant, Nuril Hidayah, and two
suppotting informants, Priska Nur Safitri and Purbowo. The findings indicate that
the model is effective in identifying, classifying, and mapping circulating hoaxes. The
publication of mapping results also plays a role in increasing public digital literacy and
mitigating the impact of hoaxes. However, challenges such as the rapid spread of
information on social media and resource limitations pose significant obstacles. In
conclusion, this hoax mapping model is crucial for maintaining the integrity of the
election process, but it requires collaboration among stakeholders to strengthen
vetification team capacity and technology.
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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis model penyusunan pemetaan hoaks Pemilu yang diterapkan oleh
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). Penelitian bertujuan untuk memahami
bagaimana proses pemetaan hoaks dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas model
ini dalam mengatasi penyebaran hoaks selama Pemilu. Data dikumpulkan melalui wawancara
mendalam dengan informan utama, Nuril Hidayah, serta dua informan pendukung, Priska
Nur Safitri dan Purbowo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini efektif dalam
mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memetakan hoaks yang beredar. Publikasi hasil
pemetaan juga berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat dan membantu
mengurangi dampak hoaks. Namun, tantangan seperti kecepatan penyebaran informasi di
media sosial dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama. Kesimpulannya, model
pemetaan hoaks ini berperan penting dalam menjaga integritas proses Pemilu, namun perlu
didukung dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas tim
verifikasi dan teknologi yang digunakan.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu mekanisme demokrasi yang sangat penting dalam sebuah negara
untuk menentukan wakil rakyat dan pemimpin eksekutif. Namun, dalam dekade terakhir, penyelenggaraan Pemilu
tidak lepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah penyebaran hoaks atau berita palsu. Hoaks Pemilu dapat
berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi, memicu perpecahan sosial, dan
merusak kepercayaan terhadap hasil Pemilu. Fenomena hoaks ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di
berbagai negara demokrasi lainnya di dunia. Dalam konteks Pemilu, hoaks tidak hanya merugikan kandidat yang
bersangkutan, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terthadap seluruh proses demokrasi itu sendiri.

Menurut Afifuddin (2019), hoaks yang beredar selama Pemilu di Indonesia kerap kali menyasar isu-isu sensitif
seperti politik identitas, agama, dan etnis. Penyebaran hoaks ini kerap dilakukan melalui media sosial, platform yang
memungkinkan berita palsu menyebar secara luas dan cepat. Dalam Pemilu 2019 di Indonesia, terdapat lonjakan
signifikan dalam jumlah hoaks yang berkaitan dengan Pemilu, yang berujung pada tetrjadinya polarisasi di tengah
masyarakat dan menurunnya kepercayaan terhadap proses demokrasi. Kondisi ini menandakan bahwa hoaks
merupakan ancaman serius bagi integritas Pemilu dan kestabilan sosial-politik.
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Dalam menghadapi fenomena ini, berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) seperti Masyarakat Antifitnah
Indonesia (Mafindo) telah mengambil peran penting dalam mengatasi penyebaran hoaks, terutama melalui model
pemetaan hoaks. Pemetaan hoaks oleh Mafindo bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan
menganalisis berita-berita palsu yang beredar di masyarakat, khususnya yang terkait dengan Pemilu. Model ini
digunakan untuk memberi gambaran komprehensif tentang jenis-jenis hoaks yang beredar, topik-topik yang paling
sensitif, serta pola penyebarannya di media sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis model penyusunan
pemetaan hoaks Pemilu oleh Mafindo, serta mengeksplorasi mekanisme, tantangan, dan efektivitas dati model
tersebut.

Studi Literatur
Teori Komunikasi Krisis

Dalam memahami fenomena penyebaran hoaks dalam konteks Pemilu, teori komunikasi krisis menjadi sangat
relevan. Teori komunikasi krisis (crisis communication theory) adalah pendekatan yang digunakan untuk
meminimalkan dampak dari suatu krisis melalui strategi komunikasi yang efektif. Coombs (2007) menyatakan
bahwa komunikasi krisis berfokus pada cara-cara untuk menanggapi krisis dengan mengelola informasi yang
beredar dan menjaga reputasi organisasi atau entitas terkait.

Penyebaran hoaks selama Pemilu dapat dikategorikan sebagai krisis karena informasi palsu tersebut mengancam
proses demokrasi dan stabilitas sosial. Menurut Coombs (2015), dalam situasi krisis, terdapat tiga tahap utama yang
perlu dikelola, yaitu:

1. Pre-krisis, di mana organisasi harus proaktif dalam mengidentifikasi potensi ancaman dan mempersiapkan
strategi komunikasi.

2. Kirisis, yang memerlukan respon cepat dan tepat untuk mengurangi eskalasi dampak dari krisis tersebut.

3. Post-krisis, di mana evaluasi dilakukan untuk memahami dampak krisis dan menentukan langkah pencegahan

di masa depan.

Dalam konteks Pemilu, penyebaran hoaks dapat dianggap sebagai ancaman krisis yang membutuhkan
pendekatan komunikasi krisis yang proaktif dan reaktif. Pemetaan hoaks oleh Mafindo dapat dilihat sebagai bagian
dari strategi komunikasi pre-krisis, di mana hoaks diidentifikasi, diverifikasi, dan diklasifikasikan sebelum menyebar
lebih luas dan mengancam proses Pemilu. Dengan adanya pemetaan ini, Mafindo dapat memberikan informasi
akurat kepada publik dan membantu menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat.

Menurut penelitian Suharno dan Wulandati (2020), hoaks yang menyebar selama Pemilu berpotensi
menciptakan polarisasi sosial dan memperparah konflik horizontal di masyarakat. Dengan demikian, penanganan
hoaks dalam konteks Pemilu menjadi bagian dari manajemen krisis yang sangat penting. Dalam teori komunikasi
krisis, organisasi seperti Mafindo memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa publik menerima informasi
yang akurat dan terpercaya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan memberikan klarifikasi dan
koreksi terhadap hoaks yang beredar, serta memperkuat literasi digital masyarakat untuk mengurangi kerentanan
terhadap disinformasi.

Lebih lanjut, teoti situational crisis communication (SCCT) dari Coombs (2007) menjelaskan bahwa dalam
situasi krisis, respons organisasi harus disesuaikan dengan tipe krisis yang terjadi. Dalam kasus hoaks Pemilu, krisis
ini termasuk dalam kategoti *intentional crises* karena hoaks disebarkan dengan sengaja untuk menyesatkan atau
memanipulasi persepsi publik. Oleh karena itu, strategi komunikasi krisis yang harus diterapkan oleh Mafindo
adalah memberikan respon tegas dan berbasis fakta yang bertujuan untuk mengoreksi misinformasi dan
mengedukasi publik tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya.

Dalam model pemetaan hoaks Pemilu yang dilakukan oleh Mafindo, teori komunikasi krisis ini dapat diterapkan
secara efektif. Sebagai organisasi yang berperan dalam melawan hoaks, Mafindo tidak hanya bertindak secara reaktif
dengan mengoreksi informasi palsu, tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi krisis (hoaks) sebelum isu
tersebut menyebar luas. Dengan memetakan hoaks yang beredar di media sosial, Mafindo dapat menganalisis tren,
wilayah, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap disinformasi, sehingga langkah-langkah antisipasi
dapat dirancang secara lebih sistematis dan efektif.

Dalam konteks akademis, model pemetaan hoaks oleh Mafindo yang dipadukan dengan teori komunikasi krisis
memberikan kontribusi signifikan bagi studi literasi digital dan komunikasi politik di Indonesia. Sebagai salah satu
inisiatif lokal yang bertujuan untuk memerangi disinformasi, kajian terhadap model ini dapat menjadi dasar untuk
merancang kebijakan publik yang lebih komprehensif dalam menangani hoaks di masa mendatang, terutama dalam
konteks Pemilu.
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METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis model penyusunan pemetaan hoaks

Pemilu yang dilakukan oleh Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai

dengan tujuan penelitian, yakni memahami secara mendalam mekanisme kerja, tantangan, dan efektivitas model

pemetaan hoaks tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena sosial yang kompleks,
seperti penyebaran hoaks dalam konteks Pemilu, serta mengidentifikasi pola-pola yang relevan dalam pemetaan
hoaks yang dilakukan oleh Mafindo.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai model pemetaan hoaks oleh Mafindo dalam konteks Pemilu di Indonesia. Penelitian
deskriptif kualitatif digunakan karena fokusnya pada eksplorasi fenomena sosial secara mendalam, tanpa intervensi
atau manipulasi variabel. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan,
menganalisis, dan menginterpretasikan data. Desain penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis
proses, tantangan, serta hasil yang dicapai oleh Mafindo dalam melakukan pemetaan hoaks Pemilu.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para anggota dan pengelola Mafindo yang terlibat dalam proses
penyusunan pemetaan hoaks Pemilu. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang bagaimana
Mafindo mengumpulkan, memverifikasi, dan memetakan hoaks yang terkait dengan Pemilu. Selain itu, wawancara
juga dilakukan untuk memahami tantangan yang dihadapi serta mekanisme ketja yang diterapkan dalam proses
pemetaan tersebut. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan aktivitas Mafindo, termasuk laporan tahunan, hasil verifikasi hoaks, publikasi yang telah dihasilkan oleh
Mafindo terkait Pemilu, dan berbagai studi atau laporan yang relevan mengenai penyebaran hoaks selama Pemilu.
Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan kerangka konseptual yang lebih
komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut ialah 1) wawancara Mendalam (In-depth
Interview), wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang terlibat langsung dalam proses penyusunan
pemetaan hoaks di Mafindo. Wawancara ini menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, sehingga tetap
memberi ruang fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi jawaban informan yang relevan dengan topik
penelitian. Beberapa pertanyaan kunci yang diajukan meliputi proses pemetaan hoaks, tantangan yang dihadapi
dalam verifikasi hoaks, dan bagaimana Mafindo mengukur efektivitas dari pemetaan tersebut. 2) Studi Dokumen,
Peneliti juga melakukan analisis terthadap dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mafindo, seperti laporan
tahunan, hasil verifikasi hoaks yang telah dipublikasikan, serta berbagai mateti terkait aktivitas edukasi dan
kampanye literasi digital yang dilakukan oleh Mafindo. Studi dokumen ini membantu peneliti dalam
mengidentifikasi pola-pola umum dalam penyebaran hoaks Pemilu serta efektivitas strategi pemetaan hoaks yang
digunakan. 3. Observasi Partisipan, selain wawancara dan studi dokumen, peneliti juga melakukan observasi
partisipan terhadap kegiatan verifikasi hoaks yang dilakukan oleh Mafindo. Observasi ini bertujuan untuk
memahami secara langsung mekanisme kerja yang diterapkan oleh tim Mafindo dalam memverifikasi dan
memetakan hoaks. Selama proses observasi, peneliti mencatat interaksi antar anggota tim, penggunaan alat bantu
digital untuk verifikasi, serta tantangan yang dihadapi dalam mengidentifikasi hoaks.

Data yang tetkumpul dari wawancara, studi dokumen, dan observasi pattisipan dianalisis menggunakan teknik
analisis tematik. Analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama
yang muncul dari data. Proses analisis tematik melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Transkripsi: Langkah pertama dalam analisis data adalah mentranskrip hasil wawancara dan catatan observasi
partisipan. Transkripsi ini dilakukan secara verbatim untuk memastikan tidak ada informasi yang hilang atau
terdistorsi.

2) Kodefikasi (Coding):Setelah transkripsi selesai, peneliti melakukan kodefikasi terhadap data, yakni
mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema atau kategori yang relevan dengan tujuan penelitian.
Kodefikasi dilakukan secara manual dan menggunakan software analisis kualitatif (misalnya, NVivo) untuk
membantu pengorganisasian data yang lebih sistematis.

3) Identifikasi Tema (Theme Identification): Berdasarkan hasil kodefikasi, peneliti mengidentifikasi tema-tema
utama yang muncul dari data. Tema ini mencakup proses pemetaan hoaks oleh Mafindo, tantangan dalam
verifikasi hoaks, serta dampak dari model pemetaan ini terhadap penanggulangan hoaks Pemilu.

4) Interpretasi: Tahap akhir dari analisis data adalah interpretasi hasil. Peneliti memberikan interpretasi terthadap
setiap tema yang telah diidentifikasi, mengaitkannya dengan teori yang relevan (seperti teori komunikasi krisis),
serta konteks sosial dan politik dalam penyebaran hoaks selama Pemilu di Indonesia. Interpretasi ini kemudian
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diintegrasikan ke dalam narasi yang lebih luas mengenai bagaimana model pemetaan hoaks oleh Mafindo
berfungsi dalam konteks demokrasi di Indonesia.
5) Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi berikut:

a) Triangulasi Data: Peneliti menggunakan triangulasi sumber data dengan menggabungkan wawancara, studi
dokumen, dan observasi partisipan. Triangulasi ini bertujuan untuk menguji konsistensi dan validitas
informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

b) Member Checking: Setelah analisis selesai, hasil wawancara akan dikonfirmasi kembali kepada para
informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan perspektif dan pengalaman mereka.
Member checking ini membantu mengurangi potensi bias dalam interpretasi data.

c) Audit Trail: Peneliti juga menyimpan catatan lengkap mengenai proses penelitian, termasuk catatan
lapangan, hasil wawancara, dan hasil analisis data. Audit trail ini bertujuan untuk memberikan transparansi
dalam proses analisis dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat dilacak kembali ke sumber data aslinya.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai model pemetaan hoaks oleh Mafindo,

terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini berfokus pada konteks Pemilu di
Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke negara lain dengan kondisi politik
dan sosial yang berbeda. Kedua, karena penelitian ini bersifat kualitatif, hasilnya lebih bersifat deskriptif dan
interpretatif, schingga tidak dapat diukur secara kuantitatif. Terakhir, keterbatasan waktu dan akses ke data juga
menjadi tantangan dalam penelitian ini, terutama dalam mengumpulkan data yang bersifat sensitif terkait dengan
proses pemetaan hoaks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan berdasarkan wawancara mendalam dengan tiga informan kunci dari
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), yaitu Nuril Hidayah sebagai key informant, serta Priska Nur Safitri
dan Purbowo sebagai informan pendukung. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali secara mendalam
proses penyusunan model pemetaan hoaks Pemilu, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas model tersebut dalam
menangani penyebaran hoaks yang marak terjadi selama Pemilu. Hasil wawancara ini dilengkapi dengan analisis
tethadap dokumen internal Mafindo, laporan tahunan, serta hasil verifikasi hoaks yang telah dipublikasikan.

Proses Pemetaan Hoaks oleh Mafindo

Menurut Nuril Hidayah, proses penyusunan pemetaan hoaks di Mafindo dimulai dengan pengumpulan
informasi melalui berbagai platform digital, khususnya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp,
yang kerap menjadi medium utama penyebaran hoaks selama Pemilu. Informasi hoaks yang ditemukan oleh tim
verifikasi Mafindo umumnya diperoleh melalui laporan masyarakat yang dikirimkan melalui aplikasi Hoax Buster
Tools (HBT) dan grup pengawas berita hoaks di media sosial yang dikelola oleh Mafindo.

Dalam wawancaranya, Nuril menjelaskan bahwa tim verifikasi beketja secara kolaboratif dalam mengidentifikasi
potensi hoaks yang memiliki dampak besar tethadap Pemilu. Tim ini terditi dati beberapa anggota yang memiliki
keahlian di bidang verifikasi fakta, jurnalistik, dan literasi digital. Setelah sebuah informasi atau klaim dicurigai
sebagai hoaks, proses verifikasi dilakukan dengan menggunakan metode investigatif, seperti menelusuri sumber
asli informasi, mengecek kredibilitas situs, serta membandingkan informasi tersebut dengan fakta yang tersedia di
media arus utama.

Priska Nur Safitri, salah satu anggota tim verifikasi, menjelaskan bahwa identifikasi hoaks juga didukung oleh
penggunaan alat bantu digital yang dirancang untuk mempermudah proses pengecekan fakta. “Kami sering
menggunakan teknik reverse image search untuk memeriksa apakah gambar yang digunakan dalam klaim hoaks
adalah gambar yang diambil di luar konteks atau hasil manipulasi. Selain itu, tim kami juga berkolaborasi dengan
platform media sosial untuk melacak penyebaran hoaks,” ungkap Priska.

Kategorisasi dan Klasifikasi Hoaks

Setelah hoaks diidentifikasi, tim Mafindo melakukan kategorisasi dan klasifikasi hoaks berdasarkan tema utama
yang diangkat. Berdasatkan wawancara dengan Purbowo, hoaks yang terkait dengan Pemilu umumnya
diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama, seperti hoaks politik, hoaks terkait kandidat, hoaks agama, dan
hoaks yang bertujuan memecah belah masyarakat berdasarkan identitas sosial atau etnis.

“Kami menemukan bahwa hoaks yang paling banyak beredar selama Pemilu adalah hoaks yang memanfaatkan
isu politik identitas, khususnya yang menyasar kandidat tertentu dengan tuduhan yang tidak berdasar. Kategori ini
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cenderung memiliki dampak besar terhadap masyarakat, karena mampu mempengaruhi persepsi pemilih,” ujar
Purbowo.

Hoaks yang telah dikategorikan tersebut kemudian dipetakan untuk mengidentifikasi pola penyebaran dan
wilayah yang terdampak. Mafindo menggunakan pemetaan ini untuk melihat tren penyebaran hoaks, seperti wilayah
yang paling sering terpapar hoaks, kelompok masyarakat yang paling rentan, serta platform digital yang paling
banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks.

Publikasi Hasil Pemetaan dan Edukasi Publik

Nuril Hidayah menjelaskan bahwa setelah proses pemetaan selesai, hasilnya dipublikasikan melalui laporan rutin
yang diterbitkan oleh Mafindo. Laporan ini tidak hanya memuat daftar hoaks yang berhasil diidentifikasi, tetapi
juga analisis mendalam mengenai dampak sosial dan politik dari hoaks tersebut. Publikasi ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman hoaks serta mengedukasi publik tentang cara-cara untuk
memverifikasi informasi.

Selain itu, hasil pemetaan juga digunakan untuk menyusun strategi edukasi literasi digital yang lebih efektif.
Purbowo menjelaskan bahwa Mafindo kerap mengadakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat umum, jurnalis,
dan tokoh masyarakat untuk mengajarkan cara mengenali dan menangkal hoaks. “Kami percaya bahwa edukasi
adalah kunci untuk melawan penyebaran hoaks. Masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu memilah informasi
dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu,” tegasnya.

Tantangan dalam Proses Pemetaan Hoaks
Kecepatan Penyebaran Hoaks di Media Sosial
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Mafindo dalam proses pemetaan hoaks adalah kecepatan
penyebaran informasi di media sosial. Menurut Nuril Hidayah, hoaks dapat menyebar dengan sangat cepat melalui
platform seperti WhatsApp, yang sering kali bersifat tertutup dan sulit dimonitor. Informasi palsu yang disebarkan
di grup-grup WhatsApp sering kali sulit dilacak sumbernya, sehingga proses verifikasi menjadi lebih kompleks.
Priska Nur Safitri menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, meskipun hoaks telah diverifikasi dan dibantah,
informasi palsu tetsebut tetap menyebar di kalangan masyarakat yang telah terlanjur percaya. “Faktor psikologis
dan kecenderungan konfirmasi bias membuat masyarakat lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan
pandangan mereka, meskipun sudah ada klarifikasi,” ujarnya.

Kurangnya Sumber Daya

Tantangan lain yang dihadapi oleh Mafindo adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk
melakukan verifikasi dalam skala besar. Menurut Purbowo, jumlah hoaks yang beredar selama Pemilu sangat besar,
sehingga tim verifikasi sering kewalahan dalam memproses laporan yang masuk. Selain itu, alat bantu digital yang
digunakan masih terbatas pada teknologi yang tersedia di pasaran, dan sering kali tidak mampu mengatasi
kompleksitas hoaks yang disebarkan dengan teknologi canggih.

“Kami berharap di masa depan, pemerintah dan sektor swasta dapat berkolaborasi dengan lebih baik dalam
mengembangkan teknologi verifikasi yang lebih mumpuni, serta menyediakan dukungan finansial untuk
memperkuat tim kami,” kata Purbowo.

Tantangan Hukum dan Kebijakan

Nuril Hidayah juga menyoroti adanya tantangan hukum dalam menangani penyebaran hoaks. Meskipun
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang
penyebaran informasi palsu, implementasi hukum ini masih belum efektif. “Penegakan hukum sering kali
terkendala oleh proses yang panjang, sementara hoaks terus menyebar dan merugikan banyak pihak dalam waktu
singkat,” jelasnya.

Efektivitas Model Pemetaan Hoaks

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, model pemetaan hoaks yang diterapkan oleh Mafindo dinilai cukup
efektif dalam menangani penyebaran hoaks, terutama dalam hal memberikan gambaran komprehensif mengenai
tren penyebaran hoaks selama Pemilu. Menurut Nuril, hasil pemetaan ini tidak hanya membantu Mafindo dalam
melakukan verifikasi secara lebih sistematis, tetapi juga memberikan data yang penting bagi pemerintah, media, dan
masyarakat umum untuk lebih waspada terhadap hoaks.
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Priska Nur Safitti menambahkan bahwa publikasi hasil pemetaan hoaks telah memberikan dampak positif
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memverifikasi informasi. “Kami sering menerima
umpan balik dari masyarakat yang berterima kasih atas informasi yang diberikan oleh Mafindo. Banyak dari mereka
yang mengaku lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial setelah membaca laporan kami,”
kata Priska.

Selain itu, kolaborasi antara Mafindo dengan media arus utama juga dinilai berhasil dalam menyebarkan
klarifikasi hoaks secara lebih luas. Media-media besar sering mengutip hasil verifikasi hoaks yang dilakukan oleh
Mafindo, sehingga informasi yang benar dapat menjangkau audiens yang lebih besar.

Pengaruh terhadap Pemilu

Dalam konteks Pemilu, Purbowo menekankan bahwa model pemetaan hoaks berperan penting dalam menjaga
integritas proses demokrasi. “Hoaks yang tidak tertangani dapat merusak kepercayaan publik terhadap Pemilu,
yang pada akhirnya dapat menggangeu stabilitas politik. Dengan adanya pemetaan ini, kami bisa memberikan
peringatan dini tentang potensi ancaman hoaks dan membantu masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi
palsu,” jelasnya.

Namun, Purbowo juga mencatat bahwa efektivitas model ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal
penguatan kapasitas tim verifikasi dan pengembangan teknologi pendukung. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih
besar untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang cenderung
lebih rentan terhadap hoaks.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, model pemetaan hoaks oleh Mafindo dapat dikategorikan
sebagai strategi yang proaktif dalam penanganan disinformasi selama Pemilu. Pendekatan ini sejalan dengan teori
komunikasi krisis, di mana respons yang tepat dan cepat terhadap ancaman krisis (dalam hal ini, hoaks) dapat
memitigasi dampak negatif yang lebih luas terhadap masyarakat. Mafindo tidak hanya bertindak sebagai agen
verifikasi informasi, tetapi juga sebagai penggerak literasi digital yang berperan penting dalam edukasi publik.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh Mafindo mencerminkan masalah yang lebih luas terkait dengan
penyebaran hoaks di era digital. Kecepatan informasi yang tidak diimbangi dengan sistem verifikasi yang cepat,
serta keterbatasan sumber daya dan dukungan hukum, menjadi penghambat utama dalam penanganan hoaks.
Untuk itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah,
media, sektor swasta, dan masyarakat, untuk memperkuat model pemetaan hoaks ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa model pemetaan hoaks Pemilu yang diterapkan oleh Masyarakat Antifitnah
Indonesia (Mafindo) merupakan upaya yang efektif dalam memitigasi penyebaran hoaks selama Pemilu. Proses
pemetaan yang meliputi pengumpulan informasi, identifikasi, kategorisasi, dan publikasi hasil verifikasi hoaks
memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pola penyebaran hoaks serta kelompok masyarakat yang
rentan. Wawancara dengan Nuril Hidayah, Priska Nur Safitri, dan Purbowo menggarisbawahi pentingnya
kolaborasi tim verifikasi dan penggunaan alat bantu digital dalam menangkal hoaks.

Namun, penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kecepatan penyebaran hoaks di
media sosial, keterbatasan sumber daya, serta hambatan hukum dalam menangani pelaku penyebaran hoaks. Model
pemetaan ini dinilai berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, namun masih membutuhkan dukungan lebih
lanjut, terutama dalam penguatan kapasitas tim dan teknologi pendukung.

Secara keseluruhan, model pemetaan hoaks ini berperan penting dalam menjaga integritas proses demokrasi
dengan mengedukasi masyarakat serta memberikan respons cepat terhadap hoaks. Namun, diperlukan kerjasama
yang lebih erat antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk mengoptimalkan efektivitas model ini, sehingga
dapat menangani tantangan disinformasi di masa depan dengan lebih baik.
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